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hamba-Nya melainkan sesuai dengan kesanggupannya”. 
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ABSTRAK 

 

Skripsi ini berjudul Kekuatan Hukum Tanda Tangan Elektronik Sebagai Alat Bukti 

Dalam Transaksi Elektronik yang membahas permasalahan mengenai pengaturan, 

kekuatan hukum dan proses pembuktian tanda tangan elektronik sebagai alat bukti 

dalam transaksi elektronik. Skripsi ini menggunakan metode penelitian normatif 

dengan penggunaan data sekunder berupa pendekatan perundang-undangan dan 

pendekatan kasus. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengakuan tanda tangan 

elektronik sebagai alat bukti yang dapat diajukan ke pengadilan yang dipertegas 

dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tetang Informasi dan Transaksi 

Elektronik merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara 

yang berlaku di Indonesia dan demi tercapainya kepastian hukum, maka baiknya 

pengaturan alat bukti dalam Undang-Undang Hukum Acara Perdata yang akan 

diperbaruhi, hendaknya tidak ditentukan secara limitatif, namun diatur/dirumuskan 

dalam norma yang sifatnya umum atau bersifat terbuka, sehingga dapat 

mengakomodasi perkembangan alat bukti di kemudian hari. 

 

Kata Kunci: Tanda Tangan Elektronik, Pembuktian , Hukum Acara Perdata 

 

Palembang, 15 Januari 2020
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 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pengaruh dari perkembangan teknologi dan informasi saat ini sangatlah nyata 

dirasakan dalam kehidupan masyarakat global. Kemajuan ini telah membuat trafic 

informasi dalam bentuk elektronik yang menjadi menu utama atau gigantic network, 

sebuah jaringan raksasa tunggal tanpa penguasa mutlak atau yang biasa kita sebut 

dengan “internet”. Internet (Interconnected Network) telah menciptakan suatu 

jaringan kerja komputer yang menyambungkan jaringan-jaringan komputer dan 

fasilitas komputer yang terorgnisir di seluruh dunia.1 

Internet sering disosialisasikan sebagai media tanpa batas dimensi, ruang, 

waktu. Kemapanan dan tembok strukturisasi yang selama ini ada di dunia nyata dapat 

dengan mudah ditembus oleh teknologi informasi.2 Para ahli berpendapat, kehadiran 

internet ini telah membentuk suatu dunia baru.3 Sebuah dunia yang dinamakan 

cyberspace, yang merupakan sebuah dunia komunikasi yang berbasis komputer, yang 

menawarkan suatu realitas baru yaitu realita virtual (virtual reality).4 Dunia yang 

bersifat abstrak, universal, dan tidak dibatasi oleh batas-batas teritorial negara 

(borderless).
 

1 Kamus Online Merriam Webster, www.m-w.com, diakses pada tanggal 5 September 2018 
2 Titik Triwulan Tutik, Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional, Jakarta: Media Group, 

2014, hlm. 370 
3 Ibid. 
4 Mariam Darus Badrulzaman, Mendambakan Kelahiran Hukum Siber (Cyber Law) Di 

Indonesia, Medan: Pidato Pruna Bhakti, 2001, hlm. 3 
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Fenomena ini dapat dengan mudah kita lihat dengan beragamnya aneka jasa-

jasa (features) dari fasilitas telekomunikasi yang ada, serta semakin canggihnya 

produk-produk teknologi informasi yang mampu mengintegrasikan semua media 

informasi.5 Model transaksi yang digunakan biasa dikenal dengan nama e-commerce. 

Berdasarkan data statistik Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) 

pada tahun 2017, pengguna internet sudah mencapai angka 143,26 juta orang dari 262 

juta jumlah penduduk di Indonesia. Sementara itu, jika dilihat dari pemanfaatan 

internet dibidang ekonomi, internet di Indonesia kegiatan ekonomi terbanyak adalah 

mencari harga produk/jass dengan 45,14 persen dari responden. Kegiatan membantu 

pekerjaan 41,04 persen, informasi membeli 37,8 persen, beli online 32,19 persen, dan 

terkecil adalah jual online 16,8 persen.6 Hal ini menunjukan bahwa prospek 

penggunaan internet bukan lagi suatu yang tabuh bahkan cenderung dilirik dan 

banyak diminati. 

Internet dan e-commerce merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat 

dipisahkan, kegiatan penawaran dan permintaan yang ada didalamnya memiliki daya 

tarik sendiri bagi para pelaku bisnis yang saat ini lebih cenderung untuk mengakses 

segala sesuatunya dengan cepat dan mudah dimana pun, kapan pun, dan saat apa pun. 

E-commerce telah menciptakan suatu transaksi yang tentunya lebih praktis yang tidak 

menggunakan kertas (paperless) dan tanpa harus dilakukan secara langsung (face to 

 
5 Arrianto Mukti Wibowo, Kerangka Hukum Digital Signature Dalam Electronik Commerce, 

anwibowo@caplin.cs.ui.ac.id, 1999, hlm. 3 
6 Dimuat dalam Buletin dari APJII mengenai Potret Zaman Now Pengguna & Perilaku Internet 

Indonesia, Edisi 23 April 2018, akses internet pada tanggal 14 Februari 2019, Pukul 15:39 WIB 
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face).7 Arus transaksi dalam dunia elektronik yang bersifat cepat ditambah dengan 

berbagai kemudahan serta tingkat efesiensi yang cukup tinggi ini, tidak luput juga 

dari berbagai permasalahan. Setidaknya terdapat 12 permasalahan utama yang 

didalam perdagangan elektronik saat ini.8 Berkenaan dengan hal tersebut, maka 

pendekatan hukum menjadi bersifat mutlak karena tanpa kepastian hukum, persoalan 

pemanfaatan teknologi informasi, media, dan komunikasi tidak akan berkembang 

secara optimal. 

Hingga hari ini hukum positif Indonesia menentukan bahwa salah satu cara 

untuk memberikan kekuatan hukum dan akibat hukum terhadap suatu akta yaitu 

dengan menggunakan tanda tangan manuskrip. Dalam Pasal 1 Ordonansi 1867 

Nomor 29 juga mengatur bahwa surat yang dibuat dibawah tangan pun mestinya 

ditandatangani sehingga dapat memenuhi syarat sebagai surat yang dapat dijadiikan 

sebagai bukti di pengadilan. Namun, dalam praktek perdagangan khususnya tanda 

tangan manuskrip yang biasa digunakan dalam perjanjian diatas media kertas sudah 

kian tergeser dengan adanya penggunaan tanda tangan elektronik atau digital 

signature. Tanda tangan digital merupakan bagian dari suatu tanda tangan elektronik. 

Tanda tangan elektronik mempunyai ruang lingkup yang lebih luas yang mencakup 

semua metode autentikasi secara elektronik yang salah satunya adalah tanda tangan 

digital. 

 
7 Arsyad Sanusi, Problematika Hukum Transaksi E-Commerce, Varia Peradilan, Tahun XV 

Nomor 178, 2000, hlm. 109 
8 Sutan Remy Syahdeini, E-Commerce Tinjauan Dari Perspektif Hukum, Jurnal Hukum Bisnis 

Volume 12, 2001, hlm. 17-24 
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Hukum positif Indonesia telah mengatur ketentuan mengenai tanda tangan 

elektronik, yang diatur dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 

2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik “Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang tediri atas 

Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi 

Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.”9 

Sedangkan, tanda tangan digital adalah nama untuk metode autentikasi yang 

menggunakan teknologi asimetris kriptografi. Cara kerja digital signature sendiri 

adalah dengan merubah informasi otentik (plain text) dari pengirim menjadi bentuk 

data yang tidak mungkin untuk dibaca, kecuali ada pengtahuan tentang 

cryptoanalysis, proses ini disebut dengan enkripsi. Sedangkan proses membalikan 

data atau pesan informasi dari bentuk chipper text menjadi plain text adalah deskripsi. 

Namun pada prakteknya, dalam proses enskripsi data tersebut maupun sebaliknya 

masih dimungkinkan untuk dilakukan manipulasi data oleh oknum yang tidak 

bertanggung jawab sehingga mengakibatkan informasi yang diberikan oleh pengirim 

tidak lagi utuh saat diterima oleh penerima. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik Pasal 5 Ayat (1) menyatakan bahwa “Informasi Elektronik 

dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”. Dalam ayat 

berikutnya disebutkan bahwa “Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya 

 
9 Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Pasal 1 angka 12 Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 
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sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah 

sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia”. Dasar pemikiran informasi 

elektronik sebagai aat butki dalam pembuktian keperdataan dan kekuatan hukum 

tanda tangan elektronik dalam transaksi e-commerce menunjukkan refleksi yang 

begitu kompleks. Tidak hanya masalah legalitas terhadap data-data elektronik sebagai 

alat bukti dalam hukum acara perdata dapat terpecahkan melainkan juga masalah nilai 

pembuktianya. 

Di dalam sistem pembuktian di Indonesia (sistem pembuktian berdasarkan 

HIR), hakim terikat pada alat-alat bukti yang sah, yang berarti hakim hanya boleh 

mengambil keputusan (menjatuhkan putusan) berdasarkan alat-alat bukti yang 

ditentukan oleh undang-undang saja. Hukum pembuktian keperdataan di Indonesia 

telah mengatur secara limitatif dan berurutan mengenai alat bukti yang diatur dalam 

Pasal 163 HIR, 284 RBg dan 1866 BW, yaitu alat bukti tertulis, pembuktian dengan 

saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan dan sumpah. Oleh karenanya alat bukti 

utama dalam pembuktian keperdataan merupakan bukti tertulis yang bagi 

perdagangan elektronik menjadi masalah baru. Adapun unsur-unsur dari surat atau 

alat bukti tertulis adalah : 

1. Judul; 

2. Kepala Surat; 

3. Komparisi; 

4. Sebab/akibat; 

5. Penutup; 
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6. Tanda tangan.10 

Oleh karenanya pemuatan tanda tangan dijadikan sebagai suatu persyaratan 

mutlak agar surat tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti. Fungsi dari tanda tangan 

itu sendiri adalah sebagai alat autentikasi yang menjadikan surat tersebut autentik. 

Berdasarkan Pasal 18 juncto Pasal 7 juncto Pasal 11 Undang-undang Nomor 11 

Tahun 2008 maka kekuatan pembuktian dokumen elektronik yang ditandatangani 

dengan sebuah tanda tangan elektronik, dapat dikategorikan sebagai bukti tertulis. 

Tetapi, terdapat suatu prinsip hukum yang menyebabkan sulitnya pengembangan 

penggunaan dan dokumen elektronik atau tanda tangan elektronik yaitu bahwa 

dokumen tersebut harus dapat dilihat, dikirim dan disimpan dalam bentuk kertas yang 

dapat dikatakan alat bukti sempurna yaitu akta otentik.  

Hal tersebut bertentangan dengan Pasal 1 ayat (7) Undang-undang Nomor 2 

Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang 

Jabatan Notaris. Permasalahan hukum dapat muncul ketika seseorang melakukan 

transaksi seperti keabsahan dokumen, tanda tangan digital (digital signature) yang 

dibuat saat orang menyatakan sepakat, kekuatan mengikat dari kontrak tersebut serta 

pembatalan transaksi dan sebagainya. 

Pada kasus perdata, apabila salah satu pihak melanggar kesepakatan atau 

wanprestasi terhadap penrjanjian e-commerce yang telah dibuat oleh para pihak yang 

berkepentingan tersebut, maka pihak yang dirugikan dapat menggugat ke Pengadilan. 

Pada tahap pembuktian para pihak dapat menunjukkan kebenaran terhadap fakta-

 
10 R.Soeroso, Perjanjian Di Bawah Tangan, Jakarta: Sinar Grafika, 2010. hlm. 54 
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fakta hukum yang merupakan pokok sengketa. Sehingga, dalam memeriksa dan 

memutuskan perkara hakim akan mendasarkan pada alat bukti yang diajukan oleh 

para pihak yang bersengketa. Pembuktian adalah proses untuk menyajikan alat-alat 

bukti yang sah menurut hukum, kepada hakim yang memeriksa perkara guna 

memberikan kepastian tentang kebenaran suatu peristiwa yang dikemukakan.11 

Sedangkan membuktikan adalah upaya untuk menyakinkan hakim tentang kebenaran 

dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan, sehingga 

tampaklah bahwa pembuktian itu hanyalah diperlukan dalam persengketaan atau 

perkara dimuka hakim atau pengadilan.12  

Didalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 11 ayat (1) 

telah memberikan pengakuan bahwa tanda tangan elektronik memiliki kedudukan 

yang sama dengan tanda tangan manual pada umumnya yang memiliki kekuatan 

hukum dan akibat hukum selama memenuhi persyaratan yang telah diatur. 

Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini merupakan persyaratan minimum 

yang harus dipenuhi dalam tanda tangan elektronik. Ketentuan lebih lanjut mengenai 

tanda tangan elektronik ini diatur dalam Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah 

dimaksud, mengatur tentang teknik, metode, sarana, dan proses pembuatan tanda 

tangan elektronik. Pada Pasal 11 Ayat (1) bagian c dan d membahas mengenai 

metode untuk mengetahui segala perubahan terhadap tanda tangan elektronik yang 

terjadi setelah waktu penandatanganan dan mengetahui segala perubahan terhadap 

 
11 Riduan Syahrani, Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Umum, Jakarta: Pustaka 

Kartini, 1988, hlm. 55 
12 Subekti, Hukum Acara Perdata, Bandung: Bina Cipta, 1982, hlm. 78 
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informasi elektronik terkait tanda tangan elektronik setelah waktu penandatanganan. 

Perubahan hanya dapat diketahui jika informasi elektronik menjadi data pembuat 

tanda tangan elektronik. Pada Pasal 12 membahas mengenai siapa yang berhak dan 

dapat menggunakan tanda tangan elektronik ini. Batasan-batasan untuk keamanan 

tentu diperlukan dalam tanda tangan elektronik ini. 

Transaksi elektronik tidak memerlukan hard copy atau bentuk kertas, namun di 

setiap melakukan transaksi diberikan tanda bukti berupa nomor atau kode yang dapat 

disimpan atau direkam di komputer atau dicetak. Sifat yang ingin dibuktikan dalam 

pembuktian isi berkas atau dokumen ini adalah sifat integrity-nya. Sifat ini dapat 

dibuktikan jika menggunakan tanda tangan digital untuk mengesahkan berkas 

tersebut, sebab dengan digital signature, perubahan satu huruf saja akan dapat 

menunjukan bahwa berkas sudah berubah meskipun tidak ditunjukan bagian mana 

yang berubah. 

Undang-undang ITE ini sangat berguna demi memberikan koridor hukum yang 

jelas dan terarah serta menyikapi pentingnya keberadaan undang-undang yang 

berkaitan dengan dunia maya, khususnya yang mencakup transaksi elektronik. 

Dengan adanya Undang-undang ITE, maka bukti elektronik diakui secara sah sebagai 

alat bukti. Namun, pengakuan terhadap bukti elektronik diatur dalam Undang-

Undang ITE belumlah cukup memenuhi kepentingan praktek peradilan, karena baru 

merupakan syarat materil. Mengingat praktek peradilan didasarkan pada tataran 

hukum acara sebagai hukum formal yang bersifat mengikat, maka pengaturan bukti 
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elektronik (sebagai alat bukti yang sah untuk diajukan ke pengadilan) dalam bentuk 

hukum formal/hukum acara sangat diperlukan guna tercapainya kepastian hukum.  

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk 

menganalisis dan membahasnya secara ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul 

Kekuatan Hukum Tanda Tangan Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam 

Transaksi Elektronik. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan 

yang dibahas dalam skripsi ini adalah : 

1. Bagaimana pengaturan tanda tangan elektronik sebagai alat bukti dalam 

transaksi elektronik ? 

2. Bagaimana kekuatan hukum tanda tangan elektronik sebagai alat bukti 

dalam transaksi elektronik ? 

3. Bagaimana proses pembuktian tanda tangan elektronik sebagai alat bukti 

dalam transaksi elektronik ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui dan menganalisa pengaturan tanda tangan elektronik 

sebagai alat bukti dalam transaksi elektronik. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisa kekuatan hukum tanda tangan 

elektronik sebagai alat bukti dalam transaksi elektronik. 
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3. Untuk mengetahui dan menganalisa proses pembuktian tanda tangan 

elektronik sebagai alat bukti dalam transaksi elektronik. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil dari kegiatan penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

manfaat untuk : 

a. Pengembangan ilmu pengetahuan dibidang ilmu hukum khususnya 

Hukum Perdata, Hukum Acara Perdata, dan Undang-Undang 

Informasi dan Transaksi Elektronik. 

b. Menjadi bahan masukan dan referensi bagi penelitian selanjutnya. 

2. Manfaat Praktis 

Kegiatan penelitian ini diharapkan untuk dapat memberikan masukan 

kepada pemerintah untuk menjamin kepastian hukum mengenai pengakuan 

tanda tangan elektronik di dalam transaksi elektronik dan memberikan 

gambaran pada masyarakat tentang pengakuan tanda tangan elektronik di 

dalam transaksi elektronik dalam hukum pembuktian. 

 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian merupakan bingkai penelitian, yang menggambarkan 

batas penelitian, mempersempit permasalahan, dan membatasi area penelitian.13 

 
13 Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 

2011, hlm. 11 



11 
 

 
 

Pembahasan mengenai tanda tangan elektronik cakupannya cukup luas, oleh karena 

itu pada skripsi ini penulis menitikberatkan pada pasal-pasal yang berkaitan tanda 

tangan elektronik maupun alat bukti yang ada di dalam Kitab Undang-Undang 

Hukum Acara Perdata, HIR, RBg serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 

19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 

Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. 

 

F. Kerangka Teori 

1. Tanda Tangan Elektronik 

Berdasarkan pada Pasal 1 ayat 12 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 

2008, Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas 

informasi elektronik yang diletakan, terasosiasi atau terkait dengan 

informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan 

autentikasi. Penanda Tangan adalah subjek hukum yang terasosiasikan atau 

terkait dengan Tanda Tangan Elektronik. Perihal kekuatan dan akibat 

hukum dari tanda tangan elektronik, dinyatakan pada Pasal 11 UU ITE. 

Informasi Elektronik yang menggunakan jaringan publik rentan akan 

kejahatan, seseorang bisa saja mengganti informasi elektronik elektronik 

yang telah ditandatangani oleh para pihak dengan informasi elektronik lain 

tetapi tanda tangan tidak berubah. Oleh karena itu, tanda tangan elektronik 

harus terasosisasi dengan informasi elektronik. Terasosiasi adalah 

informasi elektronik yang ingin ditandatangani menjadi data pembuatan 
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tanda tangan elektronik. Dengan demikian, antara tanda tangan elektronik 

dan informasi elektronik yang ditandatangani menjadi erat hubunganya 

seperti fungsi kertas. Keuntungannya adalah jika terjadi perubahan 

informasi elektronik yang sudah ditandatangani maka tanda tangan 

elektronik juga berubah. 

2. Dokumen Elektronik 

Berdasarkan Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, 

dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, 

diteruskan, dikirimkan, diterima, disimpan dalam bentuk analog, digital, 

elektromagnetik, optikal atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan 

dan/atau didengarkan melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk 

tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, atau 

sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode, akses, simbol, atau perforasi yang 

memiliki makna atau dapat dipaham oleh orang yang mampu 

memahaminya. 

Menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, 

Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan sistem 

elektronik yang andal dan aman, serta memenuhi persyaratan minimum 

sebagai berikut: 

a. Dapat menampilkan kembali informasi elektronik dan/atau dokumen 

elektronik secara utuh sesuai dengan masa retensi yang ditetapkan 

dengan peraturan perundang-undangan; 
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b. Dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, 

dan keteraksesan informasi secara elektronik dalam penyelenggaraan 

sistem elektronik tersebut; 

c. Dapat beroperasi sesuasi dengan prosedur atau petunjuk dalam 

penyelenggaraan sistem elektronik tersebut; 

d. Dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk yang diumumkan dengan 

bahasa, informasi, atau simbol yang dapat dipahami oleh pihak yang 

bersangkutan dengan penyelenggaraan sistem elektronik tersebut; dan 

e. Memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan, 

kejelasan, dan kebertanggungjawaban prosedur atau petunjuk. 

3. Pembuktian Hukum Acara Perdata Di Indonesia 

Pembuktian diatur baik dalam hukum oerdata materil yaitu KUH 

Perdata dan di dalam hukum perdata formil yaitu RBg dan HIR. Didalam 

KUH Perdata, pembuktian diatur pada buku ke-IV yaitu dari Pasal 1865 

sampai Pasal 1945. Sedangkan didalam RBg diatur Pasal 282 sampai 

dengan 314 dan dalam HIR pada Pasal 162 sampai dengan Pasal 165, Pasal 

167, Pasal 169 sampai dengan Pasal 77. 

Hukum pembuktian termasuk dalam hukum acara, juga terdiri dari 

unsur materil maupun unsur formil. Hukum pembuktian dengan alat-alat 

bukti tertentu di persidangan diterima kekuatan pembuktiannya. 
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Sedangkan, hukum pembuktian formil mengatur tentang caranya 

mengadakan pembuktian.14 

 

a. Hal-Hal Yang Harus Dibuktikan. 

Berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg atau 163 HIR dan Pasal 1865 

KUH Perdata menyatakan bahwa setiap orang yang mendalilkan 

bahwa ia mempunyai hak atau guna meneguhkan haknya sendiri 

maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu 

peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak dan peristiwa tersebut. 

Maka dari itu dapat diketahui bahwa yang dapat dibuktikan itu 

adalah peristiwa dan hak. Sedangkan hal yang harus dibuktikan 

hanyalah hal-hal yang menjadi perselisihan, yaitu segala apa yang 

diajukan oleh pihak yang satu tetapi disangkal atau dibantah oleh pihak 

lain. Terdapat teori-teori dalam pembuktian, yaitu : 

1) Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Belaka (Conviction in 

Time) 

Sistem pembuktian ini bersifat subjektif (vrije bewijs theorie). 

Salah atau tidaknya suatu hal murni berdasarkan keyakinan hakim 

semata. Teori ini membebaskan hakim untuk menjatuhkan putusan 

berdasarkan keyakinan hakim, artinya bahwa jika dalam 

pertimbangan putusan hakim telah menganggap terbukti suatu 

 
14 Ahmaturrahman, Hukum Acara Perdata Di Indonesia, Universitas Sriwijaya, hlm. 80 
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perbuatan sesuai dengan keyakinan yang timbul dari alat-alat bukti 

yang diperiksanya namun pada dasarnya Hakim juga mengabaikan 

hasil pemeriksaan alat-alat bukti tersebut demi mengakomodir 

perasaanya semata.15 

2) Sistem Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Positif 

(Positief Wettelijk Bewijstheorie) 

Dalam sistem ini Undang-Undang menetapkan secara limitatif 

alat-alat bukti yang dapat dipergunakan Hakim. Biasa disebut 

dengan teori pembuktian formal karena sistem ini memang 

berusaha untuk menyingkirkan semua pertimbangan subjektif 

hakim dan mengikat hakim.16 

3) Sistem Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim atas Alasan 

yang Logis (La Conviction Raisonee) 

Hakim memutuskan suatu hal berdasarkan keyakinan yang 

disertai dengan alasan-alasan logis.17 Sistem pembuktian ini 

mengakui adanya alat bukti tertentu tetapi tidak ditetapkan secara 

limitatif oleh undang-undang. 

 

 
15 Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Jilid I dan II, Jakarta: 

Pustaka Kartini, 1988 dan 1993, hlm. 797-798, Andi Hamzah, Pengantar Hukum Acara Pidana 

Indonesia, Jakarta: Ghalia, 1985, hlm. 230-231 dan Muhammad Taufik Makarao dan Suhasril, Hukum 

Acara Pidana dalam Teori dan Praktek, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004, hlm. 104 
16 Edmon Makarim, Kompilasi Hukum Telematika, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 

2003 
17 Ibid, hlm. 422 
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4) Sistem Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Negatif 

(Negatief Wettelijk Bewijstheorie) 

Sistem ini merupakan gabungan antara sistem pembuktian 

menurut undang-undang secara positif dengan sistem pembuktian 

berdasarkan keyakinan hakim semata. Pembuktian dilakukan 

dengan cara pembuktian berganda (dubbel en grondslag), yaitu 

dengan mempertimbangkan peraturan dan keyakinan hakim.18 

b. Beban Pembuktian 

Pada tahap pembuktian didalam kasus perdata, para pihak diberikan 

kessempatan untuk menunjukan kebenaran terhadap fakta-fakta hukum 

yang menjadi objek sengketa. Sehingga, hakim yang memeriksa dan 

memutus perkara akan mendasarkan pada alat butki yang diajukan 

oleh para pihak yang bersengketa.19 

Asas pembagian beban pembuktian (Bewijlas Verdeling) diatur 

pada Pasal 283 RBg atau Pasal 163 HIR atau Pasal 1865 KUH Perdata, 

yaitu “Barang siapa yang mengakui mempunyai hak atau yang 

mendasarkan pada suatu peristiwa untuk menguatkan hak atau untuk 

menyangkal hal orang lain, harus membuktikan adanya hak atau 

 
18 Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Jilid I dan II, Jakarta: 

Pustaka Kartini, 1988 dan 1993, hlm. 799 dan Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta: 

Sinar Grafika, hlm. 250 
19 Zamrony, Alat Bukti Baru Dalam Proses Peradilan, www.Zamrony.wordpress.com, 2008, 

hlm.1 
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peristiwa itu”. Asas ini sesuai dengan pribahasa latin “Affirmandi 

Incumbit Probatio” artinya “Siapa yang mendalilkan dia yang harus 

membuktikan”. 

c. Alat Bukti 

Alat bukti (Bewijsmiddelen) adalah alat yang digunakan untuk 

membuktikan kebenaran hubungan hukum yang dinyatakan baik oleh 

Penggugat maupun oleh Tergugat20 serta meyakinkan hakim di muka 

pengadilan.21 Dengan kata lain dapat dipahami bahwa tujuan 

dihadirkannya alat bukti di persidangan adalah membuktikan 

kebenaran hubungan hukum atau suatu fakta tertentu yang dinyatakan 

para pihak. 

Pada dasarnya alat bukti dalam hukum pembuktian itu berbeda 

dengan alat bukti pada umumnya. Tidak semua alat bukti yang 

terdapat oada pasal 164 HIR atau 284 RBg secara otomatis menjadi 

alat bukti ketika diajukan di persidangan. Alat bukti yang dimaksud 

harus memenuhi sejumlah syarat formil dan materil. Lebih lanjut, tidak 

semua alat butki yang telah memenuhi syarat formil dan materil 

memiliki nilai atau kekuatan pembuktian, karena dalam penerapan 

 
20 Achmad Ali dan Wiwie Heryani, Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata, Jakarta: Kencana, 

2012, hlm. 73 
21 Roihan A.Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama, Jakarta: Rajawali Pers, 2006, hlm. 151 
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hukum pembuktian, suatu alat bukti dapat memiliki nilai atau kekuatan 

pembuktian jika telah mencapai batas minimal pembuktian.22 

Sistem hukum pembuktian di Indonesia pada dasarnya menganut 

sistem pembuktian yang tertutup dan terbatas (closed and restricted 

system). Didasarkan pada pengaturan dalam Pasal 164 HIR atau 284 

RBg dan Pasal 1866 KUH Perdata yang membatasi alat-alat bukti 

sebagai berikut : 

1) Alat bukti tertulis; 

2) Alat bukti saksi; 

3) Persangkaan; 

4) Pengakuan; 

5) Sumpah. 

Selain itu, dikenal juga alat bukti pemeriksaan setempat (descente) 

yang diatur dalam Pasal 153 HIR atau 180 RBg dan pemeriksaan ahli 

(expertise) yang diatur dalam Pasal 154 HIR atau 181 RBg. 

Implementasi dari alat-alat bukti tersebut tunduk pada ketentuan-

ketentuan yang diatur baik dalam HIR, RBg, maupun KUH Perdata. 

Namun dalam perkembangannya, penerapan alat-alat bukti di 

pengadilan mengalami pergeseran sistem dan paradigma ke arah yang 

lebih terbuka (opened system). 

 
22 Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, Jakarta: 

Kencana, 2006, hlm. 241 
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4. Pembuktian Elektronik 

Tentang Pembuktian Elekronik dinyatakan dalam Pasal 5 dan Pasal 6 

UU ITE berikut ini : 

 

Pasal 5 

1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau 

hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. 

2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau 

hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan 

perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara 

yang berlaku di Indonesia. 

3) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan 

sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan 

ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini. 

4) Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen 

Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku 

untuk : 

a. Surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam 

bentuk tertulis (Huruf a) Surat yang menurut undang-undang 

harus dibuat tertulis meliputi tetapi tidak terbatas pada surat 

berharga, surat yang berharga, dan surat yang digunakan 

dalam proses penegakan hukum acara perdata, pidana, dan 

administrasi negara; dan 

b. Surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang 

harus dibuat dalam bentuk akta notaril atau akta yang dibuat 

oleh pejabat pembuat akta. 

 

Pasal 6 

Dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang diatur dalam Pasal 5 

ayat (4) yang mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berbentuk 

tertulis atau asli, Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik 

dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat 

diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat 

dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan. 

 

G. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 
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Dalam penulisan ini, bentuk penelitian hukum yang digunakan ialah 

penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Penelitian 

hukum normatif disebut juga dengan penelitian hukum doktrinal. 

Dilakukan dengan mengkaji studi dokumen, dengan cara pengkajian suatu 

masalah berdasarkan buku-buku, majalah, surat kabar yang relevan dengan 

permasalahan yang ada. Sehingga sumber datanya terdiri dari bahan hukum 

primer, bahan hukum sekunder dan tersier.23 

2. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah : 

a. Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach) 

Pendekatan yang dilakukan dengan cara mempelajari Undang-

Undang dan segala aturan yang memiliki hubungan dengan isu hukum 

yang menjadi objek kajian penelitian.24 

b. Pendekatan Konseptual (Conseptual Approach) 

Dengan cara menganalisis pandangan-pandangan dan doktrin-

doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Menuturkan dan 

menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang dibahas 

kemudian akan ditarik suatu kesimpulan yang merupakan jawaban atas 

permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. 

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum 

 
23 Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Rajawali Pers, 

2012, hlm. 118 
24 Soerjono dan Abdurahman, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Rineka Cipta, 2003, hlm. 56 
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Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini 

yaitu yuridis normatif, maka data-data yang dikumpulkan adalah sekunder 

dari hukum positif, yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum 

sekunder, dan bahan hukum tersier. 

a. Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum yang 

mengikat yang berisikan suatu gagasan, yaitu: 

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; 

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 

Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; 

3. HIR (Het Herziene Indonesische Reglement); 

4. RBg (Rechtsreglement voor de Buitengewesten). 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang tidak 

mengikat, memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang 

didapat dari para ahli, contohnya hasil penelitian, karya ilmiah, buku-

buku maupun putusan-putusan hakim yang memiliki relevansi dengan 

skripsi ini. 

c. Bahan Hukum Tersier 

Bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap 

bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Misalnya dalam 



22 
 

 
 

bentuk ensiklopedia, majalah, artikel-artikel, surat kabar dan jurnal-

jurnal hukum yang berkaitan dengan skripsi ini. 

 

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

Teknik pengumpulan bahan hukum penelitian ini dilakukan dengan 

cara mengidentifikasi, mengumpulkan peraturan perundang-undangan atau 

menggunakan teknik meneliti kepustakaan yang berasal dari peraturan 

perundang-undangan, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian sering 

disebut sebagai studi kepustakaan (library research)25 yaitu dengan 

menggumpulkan bahan-bahan hukum yang tertulis dilakukan dengan cara 

menganalisis konten mengambil dari bahan hukum primer, bahan hukum 

sekunder, dan bahan hukum tersier.26 

5. Teknik Analisis Bahan Hukum 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi 

dokumen kualitatif, yaitu tidak mementingkan kuantitas tetapi kualitas dari 

data-data yang dipergunakan. Melalui metode yang bersifat deskriptif, yang 

bertujuan untuk memaparkan dan menjelaskan keseluruhan bahan hukum 

yang telah didapat dari studi kepustakaan yang berkaitan dengan skripsi ini. 

6. Teknik Penarikan Kesimpulan 

 
25 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 24 
26 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Raja Grafindo, hlm. 29 
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Teknik penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif yaitu 

penarikan kesimpulan yang berawal dari pengertian umum menuju 

pernyataan yang bersifat khusus dengan menggunakan penalaran atau 

rasional.27 Aturan-aturan umum dijabarkan terlebih dahulu dalam wujud 

aturan-aturan hukum yang lebih konkret sehingga dapat ditafsirkan dan 

disimpulkan secara lebih khusus untuk menjawab permasalahan yang ada 

dalam penelitian ini. 

 
27 Bambang Suggono, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007, hlm.10 
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